
2. Undang-Undang ...

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
\

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi;

Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi

Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di

lingkungan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan

penyesuaian dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 34/PUU-Xj2012 tanggal 25

September 2012;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHAN ATASPERATURANPRESIDEN
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANGKEPANITERAANDAN

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAHKONSTITUSI

TENTANG

PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DOK UMENTASI PUU
SEKRETA RIAT KABlNET

HA RAP KEMBALI



1. Ketentuan ...

;
t : ..

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 49

Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 111), diubah sebagai berikut:

PasalI

JENDERALMAHKAMAHKONSTITUSl.

SEKRETARIATDANKEPANITERAANTENTANG

Menetapkan : PERATURANPRESIDEN TENTANGPERUBAHANATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TABUN 2012

MEMUTUSKAN:

3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 111);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang

Mahkarnah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Agar...
';.:: :;. ,.

Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal II

\.
Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 berlaku sejak tanggal 25 September 2012.

Pasal22A

3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

2. Pasal 10dihapus.

Batas usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti
Tingkat II adalah 62 (enampuluh dual tahun.

Pasal9

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIATKABINETRI

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN2013 NOMOR 183,.

AMIR SYAMSUDlN

ttd.

REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HUKUMDANHAKASASI MANUSIA

pada tanggal 18 November 2013

Diundangkan di Jakarta

DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO

ttd.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

pada tanggal 15 November 2013

Ditetapkan di Jakarta

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

denganPresidenPeraturanpengundangan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


